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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Jual Beli Ulat dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

Sebelum penulis mengemukakan jual beli secara luas maka terlebih 

dahulu penulis akan mengemukakan jual beli secara etimologi. Jual beli 

dalam bahasa arab disebut ba‟i yang secara bahasa adalah tukar menukar.
1
 

Dalam buku yang lain, kata jual-beli mengandung satu pengertian, yang 

berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ba‟i, yang jamaknya adalah buyu‟i  

dan konjungsinya adalah ba‟a-yabi‟u-bai‟an yang berarti menjual.”
2
 

Sementara itu Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “ 

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.
3
 

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul Berbagai Macam 

Transaksi Dalam Islam (fiqh Islam) mengemukakan bahwa pengertian 

jual-beli menurut bahasa, yaitu: 

Jual-beli (البيع) artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu 

dengan sesuatu yang lain)”. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata شرا  (beli). 

Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga 

berarti kata “beli”.
 4

 

                                                           
1
 Imam Ahmad bin Husain, Fathu al-Qorib al-Mujib, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 30 

2
 AW. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 

1984), hal. 135 
3
 Ihsan, Ghufron,dkk.Fiqh Muamalat. (Jakarta: Prenada Media Grup. 2008), hal. 67 

4
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), ed. I, (Jakarta: 

2003), Cet. I, hal. 113 
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Pemahaman atas pengertian semacam ini juga diungkapkan oleh 

Zakariyya al-Anshory dalam Kitab Fathul Wahhab dimana beliau 

memberikan definisi jual beli secara lughowi sebagai berikut: 

 “Dia (jual beli) menurut arti bahasa adalah menghadapkan 

sesuatu dengan sesuatu yang lain”.
5
 

 

Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar, juga 

mendefinisikan jual-beli ( البيع ) secara bahasa, sebagai berikut: 

 

 “Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang 

tertentu)”. 
6
 

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, 

sebagaimana dikemukakan oleh para Fuqaha adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda 

lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada 

penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.
7
 

b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas 

dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik 

secara tetap”.
8
 

                                                           
5
 Zakariyya al-Anshory, Fathu Al Wahhab bi Syarh Manhaj Ath Thullab, (Semarang: CV. 

Toha Putra, t.th), Juz I, hal. 157  
6
 Imam Taqiyuddin, Kifayah al-Akhyar, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.th), hal. 239 

7
 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), hal. 126  

8
 Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 85   
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c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Saling menukar harta dengan 

harta dalam bentuk pemindahan milik”.
9
 

Jual beli dalam pengertian syara‟ terdapat beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, namun 

substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Ulama Hanifiyah 

mendefinisikannya dengan: 

 

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan 

perak) dan seemacamnya, atau tukar menukar barang dengan 

uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
10

 

 

Definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang  dimaksudkan 

oleh ulama' Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli  dari 

pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh 

melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. 

Akan tetapi harta yang diperjualbelikan haruslah yang bermanfaat bagi 

manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belikan, 

menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.
11

 

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, dan 

Hanabilah menurut mereka jual beli adalah: 

       

                                                           
9
 Ibnu Qudamah, Al-Mughny „ala Mukhtashar al-Kharqy, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub 

alIlmiah, t.th)., hal. 396 
10

  Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), hal. 19 
11

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Gaya Media Patama,2007), hal.111 
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“Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak 

milik dan pemilikan”.
12

 

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan المال (harta), 

terdapat perbedaan  pengertian  antara  ulama Hanafiyah dengan jumhur 

ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang 

berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang 

dimaksud dengan المال adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat 

dari suatu benda (menurut mereka) dapat diperjualbelikan. Ulama 

Hanafiyah mengartikan المال dengan suatu  materi  yang  mempunyai  nilai.  

Oleh  sebab  itu,  manfaat dan hak-hak  (menurut mereka) tidak boleh 

dijadikan obyek jual beli.
13

 

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli 

yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli umum 

ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan 

kenikmatan, tukar menukar yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran 

atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat 

itu ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia 

berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan 

hasilnya.  

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang 

bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, 

penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir 

                                                           
12

 Ibid., hal.112 
13

 Ibid., hal.113 
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dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan 

si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau 

sudah diketahui terlebih dahulu.
14

 

Adapun definisi dari sebagian ulama yang mengatakan jual beli 

adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus 

merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli 

sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling 

tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika 

dikatakan: Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya 

menuntut adanya satu pertukaran.
15

 

Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara 

syar‟i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan 

harta yang lain dengan cara khusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad 

untuk terjalinnya satu akad atau hak milik yang lahir dari sebuah akad 

seperti dalam ucapan seseorang “fasakhtu al-bai‟a” artinya jika akad yang 

sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya 

adalah membenarkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad. Dari pendapat 

di atas dapat diambil beberapa faedah, dimana jual beli mempunyai tiga 

sebutan; sebutan untuk tamlik dan akad, dan juga untuk menukar satu 

benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah 

syira‟ (membeli) yang merupakan tamalluk (menjadi hak milik).
16

 

                                                           
14

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 67-69 
15

 Ibid., hal. 25 
16

 Ibid,, hal. 25 
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Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar 

jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara 

pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara‟
17

 atau 

menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan 

melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan 

kedua belah pihak.
18

 Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang 

dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat 

dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan 

alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang 

rupiah dan mata uang lainnya.
19

 

Dalam tukar menukar barang tersebut nilai barang yang ditukarkan 

harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik 

terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling ridho sesuai dengan 

aturan dan ketentuan hukum. 

Kalimat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah 

memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang 

ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak 

terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara‟. 

 

 

 

                                                           
17

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 193 
18

 Ibnu Mas‟ud & Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi‟i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 

hal. 22 
19

 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Cet. I, 

hal.129 
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2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia 

mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.
20

 Islam mendorong 

seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta. 

Sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara 

sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong menolong dan 

rasa saling membutuhkan satu sama lain. 

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijma‟.
21

 

Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli 

yang dilarang oleh syara‟, Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang 

berbicara tentang jual beli, di antaranya: 

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 275 

                    

                             

                           

                         

      

 
 “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

                                                           
20

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ..., hal. 115. 
21

 Rahmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah untuk UIN,STAIN, PTANIS, dan Umum, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2006), hal. 74-75 
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itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah/2:275)
 22

 

 

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilal Al-Qur‟an  

mengemukakan bahwa: 

Allah SWT. menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, 

karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan dan 

keadaan alamiah dalam jual-beli dan sebab-sebab lain yang 

menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak 

kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang 

terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa 

menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.
23

 

 

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282: 

                      

                         

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan 

(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
24

 

 

 

c. Firman Allah dalam surat an-Nisa‟ ayat 29 : 

                                                           
22

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV, 

Al-wa‟ah, 1997), hal. 58 
23

 Sayyid Quthb, Tafsir fi Dzhilalil Qur‟an, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 

383 
24

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya..., hal. 178 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
25

 

A. Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi menyatakan 

bahwa: 

Memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa 

keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada 

hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah 

lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba dan menafkahkan harta 

pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan 

mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh 

akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan 

di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi 

miliknya.
26

 

 

Selain itu, terdapat beberapa hadis Nabi yang juga menerangkan 

jual beli, diantaranya:  

1) Dalam sabda Rasulullah Saw disebutkan: 

 

 

                                                           
25

 Ibid., hal. 27 
26

 A. Musthafa al-Maraghi, Terj. Tafsir al-Maraghi, Juz V, (Semarang:Toha Putra, 1989), 

Cet. I, hal. 24-25. 
27

Abu Bakar Ahmad Husein bin Ali Al Baihaqi, al Sunna al Kubro, ditahkik oleh 

Muhamad Abdul Qodir Atho, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al „Ilmiyah, 2003), Cet. 3, Juz 5, hal. 

432 
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“Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya: apakah profesi yang paling 

baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan 

setiap jual beli yang diberkati” 

Hadis Nabi di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah 

usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang 

dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup 

wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun 

keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika dalam 

mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta resiko seperti 

hanya duduk di depan komputer sambil bermain game untuk 

mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang 

waktu dan kesempatan.
28

 

2) Dalam Hadis Abi Said Al-Khudri Ibn Hibban. Rasulullah Saw 

menyatakan:”Berkata Abbas Ibn Walid ad damsqusi berkata 

Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari 

Daud Ibn Shalih dari Ayahnya berkata saya mendengarAba Said al 

Khudri berkata Rasulullah Saw bersabda pada dasarnya jual beli 

dilandasi dari kesepakatan”.
29

 

3) Sebuah Hadits yang telah ditakhrij oleh An-Nasa‟i menyatakan: 

“Ahmad bin Mani‟ menceritakan kepada kami dari Isma‟il bin 

Ibrahim dari Ayub dari Amr bin Syu‟aib dia berkata: saya menerima 

hadits dari ayahku dari kakeknya dan Abdullah bin Amr bahwa 

                                                           
28

Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Al Baihaqi, Al Sunan Al Kubro, ditahkik oleh 

Muhammad Abdul Qadir Atho, (Beirut-Labinon: Dar Al Kutub Al „Ilmiyah, 2003) Cet.3, Juz 5, 

hal. 432. 
29

 Muhammad Abdul Azis Kholid, Sunan ibn Majjah, Juz II, hal. 737 
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Rasulullah saw bersabda: Tidak halal pinjaman, jual beli, dua 

syarat dalam satu jual beli, dan keuntungan yang tidak dijamin dan 

menjual sesuatu yang tidak ada” (HR.Tirmidzi)
30

 

Dalam ijma yang dikutip oleh Sayyid Sabiq rahimahullah 

dikatakan: "Ummat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi 

jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini",
31

 dengan 

demikian syara' menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi 

hingga ada argumen yang melarangnya. 

Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fiqih 

sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini 

dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi 

kebutuhan makan, minum, pakaian tempat tinggal, kendaraan dan 

sebagainya. Akan tetapi, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat 

berubah.
32

 

Karena hukum asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu 

dari berbagai macam jual beli dianggap haram, maka yang menganggap 

demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya. Sebagaimana kaidah 

yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil 

yang mengharamkannya.
33

 

Jual beli bisa menjadi wajib, kalau seorang wali menjual harta anak 

yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang 

                                                           
30

 At Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Beirut: Dar al Fikri, 1994), Juz III, hal. 17 
31

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah ,,,. Hal. 99 
32

 Ihsan, Ghufron,dkk.Fiqh Muamalat ,,,. hal.70 
33

 As-Sa‟di, Abdurrahman, dkk. Fiqih Jual beli. (Jakarta: Senayan Publishing. 2008) hal.4 
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menjual harta muflis (orang yang banyak hutang dan melebihi harta 

miliknya); Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, 

melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya 

menjual minuman keras, narkoba dan lain-lain. Sunah kalau jual beli itu 

dilakukan kepada teman/kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan 

juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.
34

 

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-

hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak fasid. Hal ini 

dimaksudkan agar mu‟amalah berjalan sah dan segala sikap dan 

tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.
35

  

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara 

batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil 

berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad 

yang rusak yang tidak boleh secara syara‟ baik karena ada unsur riba atau 

jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti 

minuman keras, babi, dan yang lainnya. Jika yang diakadkan itu adalah 

harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualianya dalam 

ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk 

harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang mengatakan istisna‟ 

(pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya akan tetapi, 

makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan 

antara penjualan dan pembelian. 

                                                           
34

 Abdul Djamali, Hukum Islam, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 158 
35

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT. al-Ma‟arif), Cet. II,  hal. 46.  
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Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya 

jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. 

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa 

yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di 

tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-

menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda 

kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka 

lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.  

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum 

yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang 

dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam 

perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.
36

 

3. Rukun Jual Beli  

Arkan adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun sesuatu berarti 

sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada 

untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.
37

 

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang 

menunjukkan sikap saling tukar menukar, dan saling memberi. Kemudian  

redaksi yang lain, ijab qabul adalah  perbuatan yang menunjukkan 

                                                           
36

 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 

34 
37

 Abdul Aziz Muhammad Azzam,  Fiqih Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset 

, 2010), hal. 28  
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kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing 

kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.
38

 

Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad 

(aqidain), yang diadakan (ma‟qud alaih), dan shighat (lafal).  

a. Ijab dan Qabul 

1) Pengertian Ijab dan Qabul  

Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah “menetapkan 

perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul 

pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”.
39

 Dari definisi 

tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang 

disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, 

baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. 

Adapun pengertian qabul adalah “pernyataan yang disebutkan 

kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad”.  

Dari definisi ijab dan qabul menurut Hanafiah tersebut dapat 

dikemukakan bahwa penetapan mana ijab dan mana qabul 

tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila 

yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “saya jual beli 

barang ini kepada anda dengan harga Rp 100.000,00” maka 

pernyataan penjual itulah ijab, sedangkan pernyataan pembeli “saya 

terima beli….” adalah qabul. Sebaliknya, apabila yang menyatakan 

                                                           
38

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat ..., hal. 27 
39

 Ibid,. hal. 180 



25 

 

lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah ijab, 

sedangkan pernyataan penjual adalah qabul.  

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian ijab 

adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan 

kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan pengertian 

qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan 

menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.
40

 

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur 

ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul 

bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan 

dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam 

konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan 

yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, 

pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun 

datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh 

pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.  

2) Shighat Ijab dan Qabul 

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul 

apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh dua belah pihak, 

atau ijab saja apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh satu 

pihak. 
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Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu 

akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau 

persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban 

diantara mereka, yang oleh para ulama disebut sighat akad. Dalam 

sighat akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang 

melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara‟. Cara 

tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang 

menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-

menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan 

yang berlaku.
41

  

Menurut Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah, baik akad jual 

beli maupun akad nikah, hukumya sah dengan menggunakan lafal 

astid‟a‟ (amar atau istifham), karena yang terpenting dalam akad 

jual beli itu adalah kerelaan (at-taradhi).
42

 

3) Sifat Ijab dan Qobul 

Akad terjadi karena adanya ijab dan qabul. Apabila ijab sudah 

diucapkan, tetapi qabul belum keluar maka ijab sudah disambut 

dengan qabul maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat 

atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih 

mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan 

akad. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan 

para ulama. 
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a) Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan tujuh fuqaha Madinah dari 

kalangan tabi‟in, akad langsung mengikat begitu ijab dan qabul 

selesai dinyatakan. Hal tersebut dikarenakan akad jual beli 

merupakan akad mu‟awadhah, yang langsung mengikat setelah 

kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan ijab dan 

qabul-nya, tanpa memerlukan khiyar majlis. Artinya, apabila 

penjual sudah menyatakan ijab dan pembeli sudah menyatakan 

qabul maka bagi salah satu pihak tidak ada kesempatan untuk 

memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada 

khiyar majlis setelah terjandinya ijab dan qabul. Khiyar majlis 

bisa dilakukan sebelum terjadinya ijab dan qabul. Masing-masing 

pihak pada saat itu diperbolehkan memilih antara meneruskan 

akad jual beli atau membatalkannya.
43

 

b) Menurut Syafi‟iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, 

apabila akad telah terjadi dengan bertemunya ijab dan qabul, 

maka akad menjadi jaiz (boleh), yakni tidak mengikat, selama 

para pihak masih berada di majlis akad. Masing-masing pihak 

boleh melakukan khiyar (memilih) antara membatalkan jual beli 

atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul dan 

belum berpisah. Perpisahan tersebut didasarkan kepada „urf atau 

adat kebiasaan, yaitu keduanya berpisah dari tempat di mana 
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keduanya melakukan transaksi jual beli.
44

 Perpisahan yang 

dimaksud di sini adalah perpisahan secara fisik (badan). Hal 

inilah yang dimaksud dengan khiyar majlis.
45

 

b. „Aqid (Penjual dan Pembeli) 

Rukun jual beli yang kedua adalah „aqid atau orang yang 

melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan 

pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah 

(kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan 

diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat 

jual beli.
46

 

c. Ma‟qud „Alaih (Obyek Akad Jual Beli) 

Ma‟qud „Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual 

(mabi‟) dan harga/uang (tsaman). Uraian lebih lanjut mengenai ma‟qud 

alaih ini juga akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai syarat-

syarat jual beli. 

4. Syarat-Syarat Jual Beli 

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-

rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun 

tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah 

pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si 

pembeli.
47
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Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu: 

a. Syarat bagi (عاقذ) orang yang melakukan akad antara lain: 

1) Baligh (berakal) 

Allah SWT berfirman: 

“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang 

bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” 

(Q.S. an-Nisa: 5)
48

 

 

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak 

boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qobul). 

2) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini 

dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli 

adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina 

Islam dan kaum muslimin.
49

 

3) Tidak dipaksa.
50

 

b. Syarat (معقود عليه) barang yang diperjualbelikan antara lain: 

1) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, 

seperti anjing, babi dan lain-lain, Rasulullah SAW bersabda: 
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“Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, „sesungguhnya 

Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, 

dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim)
51

 

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing 

untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi‟iyah bahwa 

sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, 

berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.
52

 

2) Memberi manfa‟at menurut Syara‟, maka dilarang jual beli benda-

benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara‟, seperti 

menjual babi, kala, cecak dan yang lainya. 

3) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang 

lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat 

diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat 

yang telah disepakati bersama.
53

 

4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “kujual motor ini kepada 

tuan selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual 

beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak 

dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara‟. 

5) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual 

binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-

                                                           
51

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 72 
52

 Ibid., hal.72  
53

 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam…, hal. 123 



31 

 

barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali 

karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak 

diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut 

terdapat ikan-ikan yang sama. 

6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se 

izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi 

miliknya. 

7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui 

banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang 

lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan 

salah satu pihak. Dalam sebuah hadist disebutkan:
54

 

 

“Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. telah 

melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang 

mengandung tipuan.” (H.R. Muslim) 

c. Syarat sah ijab qobul: 

1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh 

diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya. 

2) Tidak diselingi kata-kata lain 
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3) Tidak dita‟likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika 

bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu. 

4) Tidak dibatasi waktu. Misal, “barang ini aku jual padamu satu bulan 

saja”. 

5) Ada kesepakatan ijab dan qabul pada orang yang saling rela-

merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang 

6) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan 

penjual: „Aku telah beli‟, dan perkataan pembeli: „Aku telah terima, 

atau masa sekarang (mudhori‟) jika yang diinginkan pada waktu 

itu.
55

 

5. Macam-macam Jual Beli yang Terlarang 

a. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan 

penghianatan.  

b. Jual beli mulaqih (الملاقيح) adalah jual beli dimana barang yang dijual 

berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh 

dengan betina.  

c. Jual beli mudhamin (المضاميه) adalah jual beli hewan yang masih dalam 

perut induknya 

d. Jual beli muhaqolah (المحاقلت) adalah jual beli buah buahan yang masih 

ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. 
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e. Jual beli munabadzah (المنابذة) adalah tukar menukar kurma basah 

dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur 

kering dengan menggunakan alat ukur takaran. 

f. Jual beli mukhabarah (المخابرة) adalah muamalah dengan penggunaan 

tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah 

tersebut. 

g. Jual beli tsunaya (الثنيا) adalah jual beli dengan harga tertentu, 

sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang 

dengan pengecualian yang tidak jelas. 

h. Jual beli „asb al-fahl ( الفحل عسب ) adalah memperjual-belikan bibit 

pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk 

mendapatkan anak. 

i. Jual beli mulamasah (الملامست) adalah jual beli antara dua pihak, yang 

satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan 

waktu malam atau siang. 

j. Jual beli munabadzah (المنابذة) adalah jual beli dengan melemparkan apa 

yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas 

dari barang yang dijadikan objek jual beli. 

k. Jual beli „urban (العربان) adalah jual beli atas suatu barang dengan harga 

tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan 

bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga 

yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual 

yang telah menerimanya terlebih dahulu. 
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l. Jual beli talqi rukban (الركبان) adalah jual beli setelah pembeli datang 

menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga 

pasaran. 

m. Jual beli orang kota dengan orang desa ( لباد حاضر بيع ) adalah orang kota 

yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa 

yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran. 

n. Jual beli musharrah (المصرة) adalah nama hewan ternak yang diikat 

puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan 

agar harganya lebih tinggi. 

o. Jual beli shubrah (الصبرة) adalah jual beli barang yang ditumpuk yang 

mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam. 

p. Jual beli najasy (النجش) Jual beli yang bersifat pura-pura dimana si 

pembeli menaikkan harga barang , bukan untuk membelinya, tetapi 

untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang 

tinggi.
56

 

 

6. Khiyar dalam Jual Beli 

Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara melangsungkan atau 

membatalkan.
57

 Sedangkan khiyar dalam jual-beli menurut hukum Islam 

ialah diperbolehkannya memilih apakah jual-beli itu diteruskan ataukah 

dibatalkan, karena terjadinya sesuatu hal. Khiyar ialah
58
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“Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata : Rasulullah bersabda : Masing-

masing penjual dan  pembeli, tidak akan  terjadi jual-beli di antara 

mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual-beli khiyaar”
59

 

Macam-macam khiyar dalam jual-beli ialah: 

a. Khiyar Majelis, yaitu apabila akad dalam jual-beli telah terlaksana 

dari pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh 

meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada dalam 

tempat akad (majlis).
60  

b. Khiyar Syarat, adalah penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu 

baik oleh penjual maupun pembeli.
61  

c. Khiyar „Aibi (cacat), yaitu yang dimaksudkan ialah apabila barang 

yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli 

berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.
62  

 

7. Jual Beli Ulat Dalam Hukum Islam 

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu 

agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh 

berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. 

Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dari kemanusiaan 
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yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum 

dalam pengertian biasa hanya menyangkut soal keduniaan semata.
63

 

Sedangkan Joseph Schacht mengartikan hukum Islam sebagai totalitas 

perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan 

aspek menyangkut penyembahan dan ritual, politik dan hukum.
64

  

Hukum Islam mengalami perkembangan yang pesat di periode Nabi 

Muhammad di mana tradisi Arab pra-Islam yang berhubungan dengan 

akidah dihilangkan, sedangkan tradisi lokal Arab yang berhubungan 

dengan muamalah sejauh masih sejalan dengan nilai-nilai Islam, 

dipertahankan dan diakulturasikan. Namun dalam perjalanannya, hukum 

Islam mengalami pergolakan dan kontroversi yang luar biasa ketika 

dihadapkan dengan kondisi sosio-kultural dalam dimensi tempat dan 

waktu yang berbeda. Menurut hemat penulis, hukum Islam meliputi syariat 

(al-Qur‟an dan sunnah) sebagai sumber primer dan fiqh yang diambil dari 

syariat yang pada dasarnya digunakan sebagai landasan hukum.
65

  

Pernyataan ini sesuai dengan hukum Islam dalam jual beli ulat yang 

mengalami pergeseran dari hukum asalnya. Sehinnga terdapat ikhtilaf 

dalam hukum jual beli ulat. Seiring perkembangan zaman, banyak 

masyarakat yang membudidayakan serta memperjualbelikan jangkrik, 

cacing tanah dan bahkan ulat, mereka memanfaatkannya dalam berbagai 
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keperluan, semisal digunakan sebagai pakan burung-burung piaraan. Dari 

situ bagaimanakah hukum dari menjualbelikan jangkrik dan cacing atau 

hewan semisalnya. 

a. Tidak boleh Menurut ulama Syafi‟iyah, apabila tidak ada manfaat yang 

bisa diambil dari hewan tersebut: 

 

“Tidak boleh jual beli barang yang tidak ada manfaat padanya,  seperti 

kalajengking dan semut”. 
66 

 

“Maka tidak sah menjual hewan yang melata yang tidak ada 

manfaatnya. Adakalanya tidak adanya manfaat itu dikarenakan sedikit, 

seperti dua biji gandum, dan ada kalanya remeh, seperti hewan 

melata”.
67 

 

b. Boleh menurut ulama Menurut Hanafiyyah : 

 

 

"Sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan 

kalajengking jika memang memberi manfaat, parameternya menurut 

mereka (madzhab hanafi) adalah semua yang bermanfaat itu halal 

menurut syara' karena semua (makhluk) yang ada memang di ciptakan 

untuk kemanfaatan manusia" 

 

Sedangkan untuk jual beli jangkrik, ulat, cacing, semut dan ular 

itu sendiri terdapat perbedaan pendapat. Untuk Madzhab Maliki dan 
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Hanafi mensahkan hukum jual-belinya. Sahnya jual beli serangga dan 

binatang melata, seperti ular dan kalajengking jika memang bermanfaat. 

Parameternya menurut mereka adalah semua yang bermanfaat itu halal 

menurut syara‟, karena semua yang ada itu diciptakan untuk 

kemanfaatan manusia.
68

 

Dalam kitab Bulghatus Salik li Aqrobil Masalik dijelaskan tentang 

diperbolehkannya jual beli ulat yang ada manfaatnya, seperti halnya 

ulat dimanfaatkan sebagai pakan ikan. Dari hukum diperbolehkannya 

jual beli ulat, maka hukum membudidayakannya juga diperbolehkan, 

karena budidaya tersebut termasuk upaya untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. 

  

.

“(Ucapan Mushannif: Sama sekali tidak ada manfaat padanya), harus 

dijaga dengan ucapan tersebut dari ulat yang ada manfaatnya, maka 

ulat tersebut adalah boleh dijual seperti ulat sutera dan ulat yang 

dipergunakan untuk memberi makan  ikan”.
69

 

 

Dan dalam kitab Al-Mughni ala Syarhil kabir, cacing adalah termasuk 

hewan yang suci, maka diperbolehkan juga memanfaatkannya; 

  

“Sesungguhnya cacing itu hewan yang suci, maka diperbolehkan untuk 

membudidayakannya untuk memiliki/mengambil apa yang 

dihasilkannya seperti hewan yang lainnya”.
70
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.

“Sah menjual hewan melata seperti ular dan kalajengking apabila ada 

manfaatnya. Adapun golongan Malikiyah membatasi pada setiap 

hewan yang ada manfaatnya, maka halal secara syar‟i karena segala 

sesuatu itu diciptakan untuk kemaslahatan manusia”.
71

 
 

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Di era sekarang ini, pengetahuan dan teknologi tidak saja membawa 

kemudahan tetapi juga dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru, seperti 

jual beli ulat yang dilakukan oleh masyarakat. Sejauh pengamatan penyusun 

penelitian secara khusus tentang tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ulat  

belum pernah ditemui. Untuk masalah ini diperlukan pengkajian yang 

mendalam oleh para ahli atau cendekiawan muslim masa kini. 

Mahpi dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Cacing dalam 

Perspektif Madzhab Syafi‟i. Dalam skripsi ini lebih menekankan pada hukum 

jual beli cacing dalam pandangan Madzhab Syafi‟i dengan kesimpulan bahwa 

jual beli cacing itu halal, walaupun hukum jual beli cacing sendiri oleh 

Madzhab Syafi‟i tidak disebutkan secara spesifik hanya disebutkan syarat-

syarat barang yang diperjualbelikan, dengan metode penelitiannya: a) 

Observasi, b) Interview, c) Dokumentasi.
72
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Letak perbedaanya pada obyek yang diperjualbelikan. Yang mana 

dalam skripsi Mahpi terkait tentang Jual Beli Cacing dalam Perspektif 

Madzhab Syafi‟i dengan kesimpulan jual beli cacing itu diperbolehkan. 

Meskipun jual beli cacing sendiri dalam Madzhab Syafi‟i tidak disebutkan 

secara spesifik. 

Persamaanya terletak pada metode penelitian, yaitu sama-sam 

menggunakan Observasi, Interview dan Dokumentasi. 

Uswatun Hasanah dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Jual Beli 

Cacing dalam Perspektif Majlis Ulama Indonesia (MUI)”. Dalam 

kesimpulannya dijelaskan bahwa cacing hanya boleh dibudidayakan dan tidak 

boleh diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan surat keputusan fatwa MUI.
73

 

Dalam makalah Muahammad Arifin Badri yang berjudul “bolehkah 

jual beli ular, tokek dan cicak”, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa 

memperjual belikan tokek, cicak dan yang serupa tidak dibenarkan alias 

diharamkan.
74

 Bahkan Ibn Hazm menyatakan: “cicak adalah salah satu 

binatang yang paling menjijikkan”.
75

  

Dengan demikian jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama 

dengan skripsi yang dibahas penulis. Selain berbeda jenis penelitiannya juga 

berbeda dalam objeknya. Karya tulis tentang tinjauan hukum Islam terhadap 

pelaksanaan jual beli ulat sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan, 

meskipun demikian ada karya tulis yang membahas tentang jual beli cicak, 
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cacing maupun tokek. Oleh karena itu, layak kiranya penulisan dan 

pembahasan yang akan penyusun buat ini untuk dijadikan sebuah skripsi. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan, kebutuhan 

tersebut bisa terpenuhi dengan jalan transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si 

penjual menjual barangnya, dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu 

dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keluasaan bagi para 

hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan 

dan lainya. Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan 

selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar 

sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, 

seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai 

pengganti sesuai kebutuhannya.76
 

Dalam Al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 29 dijelaskan: 

                             

       

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”.
77
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Jual beli merupakan salah satu aktifitas rutin yang dilakukan 

masyarakat dalam perekonomian manusia. Pasar tercipta karena adanya 

transaksi jual beli tersebut dan dapat timbul manakala terdapat penjual yang 

menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep 

sederhana tersebut lahirlah sebuah aktifitas ekonomi yang kemudian 

berkembang menjadi suatu sistem perekonomian. Dalam melakukan jual beli 

harus, memperhatikan batasan-batasan dalam melakukan aktivitas jual beli. 

Termasuk kejelasan dari obyek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan 

tersebut paling tidak harus memenuhi empat hal:
78

 

1. Menjelaskan tentang lawfulness. Artinya, barang tersebut dibolehkan oleh 

syariah Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-

unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa 

yang haram dan merusak.  

2. Masalah existence. Obyek dari barang tersebut harus benar-benar nyata 

dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat 

dengan wujud yang tetap.  

3. Masalah Delivery. Artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi 

yang tepat. Ketepatan waktu menjadi hal yang penting disini.  

4. Masalah precise determination. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus 

sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak 

diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang 

diinformasikan pada saat promosi dan iklan. 
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Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, fleksibel dan 

elastis, sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip 

hukum syara‟ dengan perkembangan pemikiran. Dalam hukum muamalah 

khususnya tentang jual beli mengalami perkembangan yang signifikan yang 

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan 

perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan, muncul pula bentuk dan 

model jual beli yang yang semakin beragam. 

 Hubungan interaksi antar sesama manusia, baik yang tunduk kepada 

syari‟at atau yang tidak taat kepada syari‟at dari setiap manusia tidak terbatas. 

Setiap daerah terjadi berbagai bentuk dan model interaksi sesama mereka 

yang berbeda dengan bentuk interaksi pada daerah lainya. Oleh karena itu, 

bukan suatu hal bijak bila hubungan interaksi sesama mereka dikekang dan 

dibatasi dalam bentuk tertentu. Karena itulah dalam syari‟at Islam tidak 

pernah ada dalil yang membatasi model interaksi sesama mereka. Ini adalah 

suatu hal yang amat jelas dan diketahui oleh setiap orang yang memahami 

syari‟at Islam, walau hanya sedikit. Sebagai salah satu buktinya, dalam ushul 

fiqih dikenal suatu kaidah yang berbunyi: 

Kaidah diatas mengindikasikan bahwa hukum Islam memeberikan 

kesempatan luas kepada umatnya dalam proses perkembangan bentuk dan 

macam transaksi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan 

kebutuhan hidup masyarakat. 
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“mudlarat itu dapat memperbolehkan yang dilarang” 

Kaidah ini menjelaskan bahwa kemudaratan dapat membolehkan 

sesuatu yang dilarang sekalipun asalkan mempunyai alasan yang jelas dan 

rasional. Dalam kaitannya dengan jual beli ulat yang terjadi di tengah 

masyarakat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar, ini meruakan langkah 

alternatif masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan serta sebagai pakan 

burung. Hal ini unik karena mengingat ulat merupakan binatang yang secara 

kasat mata tampak menjijikkan atau bahklan menakutkan bagi sebagian 

orang. Akan tetapi, bagi golongan atau kondisi waktu tertentu ulat dapat 

menjadi hal yang berguna dan mempunyai manfaat yang baik. Oleh sebab itu 

segala sesuatu yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh 

syara‟.
81

 

Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT. dimuka bumi ini pasti 

mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing, hanya saja 

kecendrungan manusia yang berpola pikir masih rendah dan belum mampu 

menjangkau pemikiran-pemikiran yang lebih tinggi. Sebagaimana firman 

Allah SWT. Yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi: 
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“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya 

tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. 

 

 Melihat ayat tersebut tampak jelas bahwa segala sesuatu yang 

diciptakan Allah sebagai langkah pemenuhan kebutuhan hidup hambanya 

untuk dapat mencapai sesuatu yang diingikan.  

Pada pokoknya ketentuan yang berkaitan dengan akad mu‟amalah 

pada umumnya dan akad jual beli pada khususnya, sebagian bersifat 

ijtihadiyah. Artinya nas-nas yang mengatur masalah ini tidak memberikan 

penjelasan yang terperinci, hanya bersifat global. Sedangkan penjelasan yang 

terperinci terdapat pada pemahaman atau pendapat para ulama‟, pendapat itu 

juga kadang masih terjadi perbedaan pandangan antara ulama‟ satu dengan 

lainnya.  

Mengenai jual beli ulat memang eksplisit tidak ada fuqaha yang 

berpendapat, namun secara implisit bahasan ini tersirat dalam pembahasan 

jual beli hasyarat dan kalalah. Dan dalam pembahasannya termasuk jual beli 

benda-benda najis baik untuk dimakan, dijual ataupun hanya ambil 

manfaatnya saja. Mereka mendapatkan pokok penafsiran dari al-Qur‟an dan 

al-Hadits dimana kedua nash tersebut hanya memuat secara global saja, 

sehingga para fuqaha‟ mencoba untuk berijtihad terhadap binatang-binatang 

yang tidak dijelaskan secara jelas di dalamnya.   
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Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan 

dirumuskan sebagai berikut:
82

 

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan oleh al-qur‟an dan sunnah rasul. Bahwa hukum islam memberi 

kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai 

dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. 

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur 

paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu 

diperhatikan. 

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk 

muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindari madharat dalam hidup masyarakat. 

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 

unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur 

penindasan tidak dibenarkan. 

Jika dipandang dari segi manfaatnya, maka jual beli ulat yang terjadi 

di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar dapat dikategorikan sebagai dasar atau 

hujjah dalam melakukan jual beli tersebut. Karena di tahun ini banyak sekali 

masyarakat yang hobi memelihara burung berkicau. Tetapi disisi lain pakan 
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burung atau biasa disebut pelet semakin hari semakin mahal. Sehingga ulat 

ini tentunya dapat dijadikan solusi pengganti dari pelet. 

Dalam hal mu‟amalah, Islam juga mengenal adat istiadat („Urf) dapat 

juga dijadikan sumber hukum Islam,
83

 bila memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. „Urf  tidak berlawanan dengan nas yang ditegaskan. 

2. „Urf telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang 

dalam masyarakat. 

3. „Urf telah menjadi „Urf yang umum karena hukum yang umum tidak dapat 

ditetapkan dengan „Urf  yang khusus.
84

 

Menggunakan „urf masyarakat sebagai dasar hukum dalam bidang 

mu‟amalah dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan 

menghindari mereka dari kesempitan.
85

 Hal ini sesuai dengan kaidah 

fiqhiyah: 

 

“Adat/tradisi (masyarakat) dapat dijadikan alasan untuk menetapkan 

hokum”.
86

 

 

Sesuatu perbuatan atau perkataan yang menjadi adat kebiasaan (jual 

beli ulat) disuatu tempat yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu 

yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat ditetapkan 

sebagai hukum. 
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Dalam kaidah fiqh dikemukakan yakni: Hukum asal dalam transaksi 

adalah keridohaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku 

sahnya yang diakadkan. Maksud keridlaan tersebut yakni keridohan dalam 

transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah 

apabila didasarkan kepada keridohaan kedua belah pihak. 

Dalam jual beli ulat yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar 

ini merupakan suatu tindakan yang mengambil kebaikan dari ulat itu. Pada 

awalnya ulat merupakan binatang yang menjijikkan, akan tetapi ulat dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan burung sekaligus dapat menjadi kontribusi yang 

sangat baik bagi masyarakat.  

Penetapan hukum pelaksanaan jual beli ulat di Desa Tawangrejo 

Wonodadi Blitar ditinjau dari perspektif hukum Islam akan dibahas 

berdasarkan istihsan yakni suatu tindakan yang dianggap mencari suatu 

kebaikan. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan jual 

beli ulat tersebut dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berakad pada khususnya dan masyarakat Desa Tawangrejo Wonodadi 

Blitar pada umumnya. 

Istihsan adalah berpaling mujtahid dari memutuskan hukum terhadap 

suatu masalah dengan seperti hukum yang telah ditetapkan pada masalah-

masalah yang sebanding dengan masalah itu, kepada hukum yang berbeda 

dengan hukum yang pertama, lantaran ada suatu sebab yang lebih kuat yang 
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menghendaki berpaling dari yang pertama itu.
87

 Penggunaan istihsan dalam 

menetapkan suatu hukum disebabkan adanya amrun khorij (faktor eksternal) 

yaitu untuk pakan burung atau ayam sebagai sumber protein. 
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